AT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR Y12 TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA

Menimbang

TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
sebagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa
Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan
fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok
jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang
tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh
kelompok jabatan fungsional;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan -
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan  Administrasi ke Jabatan
Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan
jabatan dilakukan pada instansi Daerah;

bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang
dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan
efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja
pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan
birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke
dalam jabatan fungsional;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan
Barat;

|




Mengingat

-

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah Otonom  Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomeor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomeor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
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8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan e
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentangf” o e
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Repubhk Ii'ldonesm Tahu‘nrf__.fﬁ s
2021 Nomor 525); |

9. Peraturan Menteri Pendayagunaaﬁ Aparatur Negara dan R
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentanﬁ--_'ff" A
Penyederhanaan Struktur Organisasi: pada - Instansi’3-j'f'_'-_ﬁ-_":_' P
Pemerintah untuk Penyederhanaan - Birokrasi (Berzta';.:”_
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546) . L .

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 teniangf- e
Pembentukan dan Susunan- Per a,ngl{at Daerah Provmsl_'-_ o
Kalimantan Barat (Lembaran ' Daez ah Provms;_f S
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8; Tambahaﬂ-,f‘:'j-
Lembaran Daerah Provinsi Kahmantan Barat Nomor 6)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan’ terakhzr_?f;-
dengan Peraturan Daerah Nomor-5 ’I‘ahun 2021 tentang T
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomm 8.
Tahun 2016 tentang - Pembentukan ~dan  Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Bara‘t (Lembarani.?
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor B S
Tambahan Lembaran Daerah Provmsi Kahmantan Barat_j_-.;_- T
Nomor 5); R

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN GUBERNUR TEN’I‘ANG KDDUDUKAN 3.'?1-':
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSi SERTA-_-_,._
TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT. ' Rt

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. _ R e
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemel mtahan oleh:i}f}"
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakya’t Daerah menurut asas =
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Gtonorm seluas Iuasnya_ﬁj_*-' s
dalam sistem dan prinsip = Negara. Kesatuan Repubhk Indonesmffﬁ R
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negma Republlk
Indonesia Tahun 1945. - R : B )
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur’ penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan . urusarn pemermtaham-.3-_'-'_"_'-'_:
yvang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat cle
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4. Gubernur adalah Gubernur Kahmantan Barat _ B
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provmsa I{allmantan Barat

6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kahman‘tan ‘Barat yangiif_"
selanjutnya disebut Dinas adalah unsur peiaksana urussm pemermtahan
daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan '

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendld:tkan dan Kebudayaan Prownsff_i
Kalimantan Barat.

i

8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur peiaksana keglatan telmzs operasmnalf“
dan/atau kegiatan teknis penun}ang pada Dmas Pendldzkan “dan
Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat: : :

9. Cabang Dinas Pendidikan ‘dan Kebudayaan yang seiar.’gutnya d1sebut
Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah’ penyelenggara Urusan
Pemerintahan bidang pendidikan- menengah yang dlbentuk sebageu un
kerja dinas dengan wilayah kerja teri:entu ' L :

10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya dismgkat ASN adaiah:ﬁpmfem bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai. pememn‘tah dengem perjan_;lan 'erja vang: .
bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan, Bar at. :

Pegawai Aparatur Sipﬂ Negara yang selanjutnya dlsebut __Pe .waz ASN

11,

digaji berdasarkan peraturan perundang—undangan

12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dzsmgkat PNS adalah arga _'éga
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu; diangkat sebagal Pegawa1 ASN

secara tetap oleh pejabat pembma kepegawalan untuk menduduiaff bat:
pemerintahan. . x

13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok gabatan yang ‘beusl fungs:l ‘dan
tugas berkaitan dengan pelayanan pubhk serta admm15t1 8,31 pememntahan--;
dan pembangunan. Ll

14. Pejabat Administrasi aclalah Pegawai ASN yang mendudukz

Administrasi pada pemerlntah Pl‘OVll’lSl Kahmantan Earat

Fungsmnal pada pememntah Promn51 Kalimaﬁtan Barat
. Penyetaraan J abatan Admlmstras1 ke dalam Jabaf:an };'

Administrasi ke dalam Jabatan I‘ungszonal melaluz Penyesua;an"fnpczs rig :_;_-
pada jabatan fungsional yang setara., : '

18. Pelaksanaan pendidikan adalah pelaksanaan Lt:msan "perencamaang
pengembangan, penjamman - mutu, supemsz,
pembimbingan, dan konsehng JRRR .

19. Satuan Pendidikan adalah - kelompok layanan pEﬁdldﬂ{aﬂ. | .;_ya“ng
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal nonfomal dan mférmal

pada setiap jenjang dan jenis pendz_dlkan
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21.
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31

32.

33.
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Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu’

bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendiéikan.-_'
umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs,

atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang dl&klﬂ o

sama atau setara SMP atau MTs.
Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah Salah

satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan: pendldﬂ{am ; _
kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, =
MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan darz hasil bela}ar yaﬂg -

diakui sama atau setara SMP atau MTs.

Pendidikan Khusus adalah merupakan pendidikan bagi peseﬂa dldlk yang - '. -
memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembela}ara.n karena =

kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/ a‘tau_ mem111k1. potens;l
kecerdasan dan bakat istimewa.

Pendidikan kesetaraan Pendidikan Menengah adalah program pendidlkan

non formal yang mencakup program paket C setara SMA bag1 s1apapun S
yang terkendala kependidikan formal. .

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdlkan dm B PR

dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan. i
Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkuaiiflkam sebaga:z gury;

dosen, konselor, pamong pelajar, widyaiswara, tutor instruktur,. fasilitator:. _.
dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berparusupas:{fj

dalam menyelenggarakan pendidikan.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenaz isi dan':'_'_f .
bahan pelajaran serta cara yang dapergunakan sebagaz pedoman S

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar., S
Sarana Pendidikan adalah semua fasilitas yang menurijang pfoSes unt'uk'_:f :

mencapai tujuan pendidikan termasuk personil, kumkulum baﬂgunan "

peralatan, pembukuan, biaya, administrasi dan lain- la_mnya R
Kebudayaan adalah segala sesuatu yang terdapat ciaiam masyalakat”

seperti nilai, norma, ilmu pengetahuan dan siluktur~struktur scs1ai

religius, moral, hukum adat istiadat serta kemampuan lamnya

.Sejarah adalah segala peristiwa atau kejadian yang texj]adl pada masa';_:_-'_.f

lampau dalam kehidupan umat manusia.

Kepurbakalaan adalah semua peninggalan budaya. masyaiakat masa 1a111. i

yang bercorak prasejarah, Hindu, Budha, Islam maupun Kolonial.

.Kesenian adalah Lkegiatan atau prilaku ekspresﬁ ‘manusia yang:f:- -
menghasilkan karya keindahan dalam rangka pemuasan hasratnya akaﬂ S

keindahan.

Kesenian Tradisional adalah ekspresi individu atau masyalakai melaimj__-f _. S
gerak yang ritmis, bunyi, peran, rupa, pakaian, prilaku, atau perpaduan:_-'f'

diantara yang mengandung nilai, norma, dan tradisi yang berlaku pada o
masyarakat secara turun menurun. : '

Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan medla{_;---_ S
komunikasi massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan azas'“f'- DR
sinematografi dengan direkam pada seluloid, via video, Ppiringan’ v1deo dani_'_' e

atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam - segala bentuk jenis -

dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya,

dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukan’dan atau ditayamofkan"f. o

dengan sistem proyeksi mekamk elektronik dan a‘iau lainnya.
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BAB 11
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB 111
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di

bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas
menyelenggarakan fungsi :

a.
b.

perumusan program kerja di bidang pendidikan dan kebudayaan;

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah
menengah atas dan pendidikan khusus, pembinaan sekolah menengah
kejuruan, pembinaan ketenagaan, serta pembinaan kebudayaan;

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas dan
pendidikan khusus, pembinaan sekolah menengah kejuruan, pembinaan
ketenagaan, serta pembinaan kebudayaan;

penyelenggaraan wurusan pemerintah di bidang pembinaan sekolah
menengah atas dan pendidikan khusus, pembinaan sekolah menengah
kejuruan, pembinaan ketenagaan, serta pembinaan kebudayaan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pembinaan sekolah
menengah atas dan pendidikan khusus, pembinaan sekolah menengah
kejuruan, pembinaan ketenagaan, serta pembinaan kebudayaan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan sekolah
menengah atas dan pendidikan khusus, pembinaan sekolah menengah
kejuruan, pembinaan ketenagaan, serta pembinaan kebudayaan;

pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;

pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan

pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh
Gubernur di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

{1} Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

Kepala Dinas;

Sekretariat;

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;

Bidang Pembinaan Ketenagaan;

Bidang Pembinaan Kebudayaan;

Unit Pelaksana Teknis; dan

TRt a0 oo

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a,
mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina,
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan
Dinas di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala
Dinas mempunyai fungsi :
a. penetapan program kerja di bidang pembinaan sekolah menengah atas dan

pendidikan khusus, pembinaan sekolah menengah kejuruan, pembinaan
ketenagaan, serta pembinaan kebudayaan,;

b. perumusan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas dan
pendidikan khusus, pembinaan sekolah menengah kejuruan, pembinaan
ketenagaan, serta pembinaan kebudayaan;

c. penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan sekolah menengah atas
dan pendidikan khusus, pembinaan sekolah menengah kejuruan,
pembinaan ketenagaan, serta pembinaan kebudayaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang pembinaan sekolah

menengah atas dan pendidikan khusus, pembinaan sekolah menengah
kejuruan, pembinaan ketenagaan, serta pembinaan kebudayaan,;

ARG ASISTEN 1 EERA




Kepala Dinas.

a.
b.




k.

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana di maksuci dalam Pasai 11
ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan meﬁgoiah bahan_._fj L
kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendahkan pelaksanaan-j;

-G -

penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja,
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangai dan. aset"'
di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan per undang—unda_ngan

pemberian dukungan pelayanan administrasi di bida,nc rencana keija_ REE
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, sezta keuangaﬂ dan aset

di lingkungan Dinas;

penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana: kerja di - hngkunwan-_:'. S

Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang—undangan

pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sls’tem Akun‘i:abllltas_ e
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan_pubhk dz_._hngkunga;’;--- S

Dinas;

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsz di 111*1gkunganf-_' -':I_:;_'_Z

sekretariat;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dmas berkenaan- =

dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap peiaksanaan_' S

tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang dlserahkan olehf': ; ._1':_1_

Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan pertmdang—-undangan

Pasal 11

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mémbavtréhi : o
a. Sub Bagian Umum dan Aparatur; dan '
b. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masmg—masmg dzpampmf' .
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada ch bawah dan'_”-“.' SRAERRE

bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud - dalam Pasai 12 Sub

Pasal 13

Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

a.
b.

penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan’ Aparatur

pengumpulan, pengolahan bahan dan pemmusan keb}.}akan di bldana _

umum dan aparatur di lingkungan Dinas;

pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesueu ketentuan-_'_f-s._: FR

peraturan perundang-undangan;
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pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fﬁngsi di
lingkungan sekretariat;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bn:iang
umum dan aparatur;

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub -
Bagian Umum dan Aparatur;

pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan

tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan '-t'erha'tia'p
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan

pelaksanaan fungsi lain di bldang umum dan aparatur yvang diserahkan
oleh sekretaris.

Pasal 14

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 :
ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan -

kebijakan di bidang keuangan dan aset serta mengendalikan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub

Pasal 15

Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

a.
b.

penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan. '.di'.bidaiig ' _. E

keuangan dan aset di lingkungan Dinas;

pelaksanaan urusan di bidang keuangan dan asaet sesuai ketentuan': e

peraturan perundang-undangan;

pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fﬁngSi fdi
lingkungan sekretariat;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bzdaﬁg I B

keuangan dan aset;

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub

Bagian Keuangan dan Aset;

pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkeriaafi denga:n o

tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan 1aporan terhadap E

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang keuangan dan aset yang diserahkan oleh”
sekretaris. '
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Bagian Kelima
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus

Pasal 16

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf ¢, dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

Pagal 17

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus
mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis
di bidang kurikulum dan penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter, -
kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan =
Khusus, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan
administrasi di bidang pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan
Khusus.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang -

Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus mempunyai
fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan -
Pendidikan Khusus;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kurikulim = i

dan penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter, kelembagaan,
sarana dan prasarana Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kurikulum dan penilaian,
peserta didik dan pembangunan karakter, kelembagaan, sarana -dan

prasarana Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan penyelenggaraan ujian nasional Sekolah Menengah Atas dan o

Pendidikan Khusus;

e. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerati -
di bidang kurikulum dan penilaian, peserta didik dan pembangunan-
karakter, kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Menengah Atas’ dan
Pendidikan Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangai;

f.  pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di- b1dang S
kurikulum dan penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter, -
kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Menengah Aias dan -

Pendidikan Khusus;

g. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
di bidang kurikulum dan penilaian, peserta didik dan pembangunan -
karakter, kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Menengah Atas dan
Pendidikan Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
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h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang kurikulum dan penilaian, peserta didik -
dan pembangunan karakter, kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah
Menengah Atas dan Pendidikan Khusus; '

1. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang kurikulum dan penilaian, peserta didik dan
pembangunan karakter, kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah
Menengah Atas dan Pendidikan Khusus; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang
pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangarn.

Bagian Keenam
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 19

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1} huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas -

menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kurikulum -
dan penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter, kelémbagaar, sarana .~

dan prasarana Sekolah Menengah Kejuruan, serta bertanggungjawab |

memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pembinaan

Sekolah Menengah Kejuruan.

Pagal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Bidangf S

Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai fung31

a. penyusunan program Kerjia Bidang Pembinaan Sekoiah'...Menengah o
Kejuruan;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kurikulum

dan penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter,- keiembagaan SR

sarana dan prasarana Sekolah Menengah Kejuruan;

c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi &i .bidaho |
kurikulum dan penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter, . 5
kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Menengah Kejuruan sesuai = -

ketentuan peraturan perundang-undangan; _ _
d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di biciang kuz‘ikulum cia’m

penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter, kelembagaan, =

sarana dan prasarana Sekolah Menengah Kejuruan sesuai -dengan -
ketentuan peraturan perundang-undangan;
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e. pelaksanaan penyelenggaraan ujian nasional Sekolah Menengah
Kejuruan;

f.  pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang kurikulum dan'

penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter, _-}éelem_bagaan-,
sarana dan prasarana Sekolah Menengah Kejuruan; :

g. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ftugas di. bldang- SR R

kurikulum dan penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter,

kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Menengah Kejuruan sesuaj

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan . tugas BRI

di bidang kurikulum dan penilaian, peserta d1d1k dan’ pembangunai'f'

karakter, kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Menencrah
Kejuruan; . -

i.  pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaah'
dengan tugas dan fungsi di bidang kurikulum dan pemia;an peserta didile SEEE
dan pembangunan karakter, kelembagaan, sarana dan prasaratia Seko}ah o

Menengah Kejuruan; dan

J- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas- d1 bldang
pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai . dengan ketentuan:

peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Bidang Pembinaan Ketenagaan

Pasal 22

Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam'Pasai 5 ayai (i). |

huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di: bawah dan B

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

merumuskan kebijakan teknis di bidang pembinaan guru - dan’ tenaga- -
kependidikan Sekolah Menengah Atas dan Pendzdlkan Khusus, pembmaan'; R E
guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan, teknologi - -
informasi dan komunikasi pendidikan, serta ber tanggungjawab ‘mermimpin’ T I

seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi bidang pembmaan ke‘tenagaan

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bldand'-_: R

Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Pembinaan Ketenagaan;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidaﬁ’g'lﬁéfﬁﬁinaﬁn_f 1 ' SR
gura dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan. I
Khusus, pembinaan guru dan tenaga kependzldlkaﬂ Sekolah Menengah' e '

Kejuruan, serta teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
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c. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan admiﬁmtra& di - bldang

pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Aé:as dan S
Pendidikan Khusus, pembinaan guru dan tenaga kependldﬂ{an Sekolah SR R
Menengah Kejuruan, serta teknologi informasi dan komumkasrt pendldzkaﬁ ECTER B

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ;ﬁembmaan guru dan I_
tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan: Khusus, e

pembinaan guru dan tenaga kependldzkan Sekolah Menengah Keguruan -
serta teknologi informasi dan komunikasi pendidlkan sesuaj. ketenman'
peraturan perundang-undangan;

e. pengoordinasian kegiatan di bidang pembmaan gurd dan tenaga.._.;
kependidikan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus, pembmaan R

guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan serta-."_-' |

teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fung31
di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah*.g
Atas dan Pendidikan Khusus, pembinaan guru dan teénaga kependidikan .
Sekolah Menengah Kejuruan, serta teknologi irformasi dan: komumkasz

pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undanga11 S :
g pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas: berkenaaﬁ""

dengan tugas dan fungsi di bidang pembinaan gum da11 tenaga':'-.:

kependidikan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus, pembmaan*" |

guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuman, ser‘ta-___':_z._-:_"'_f-é B

teknologi informasi dan komunikasi pendidilkan;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dl bldang__:;-_-}_ AR
pembinaan guru dan tenaga kependidikan  Sekolah Menengah Atas dan. . -
Pendidikan Khusus, pembinaan guru dan tenaga. kepend1d1kan Sekolah.z.ﬁ. e

Menengah Kejuruan, serta teknologi mformam ‘dan komumkam -
pendidikan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepaia Dmas d1 bldangr!’f it
pembinaan ketenagaan dan data sesuai ketentuan peraturan perundang»’_“; '

undangan.

Bagian Kedelapan
Bidang Pembinaan Kebudayaan

Pasal 25

Bidang Pembinaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud daiam Pasai 5 ayat (1) o

huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada d1 bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

Bidang Pembinaan Kebudayaan mempunyai tugas menylapkan bahan dan“"__'

merumuskan kebijakan teknis di hidang kesenian, cagar budaya dan '_ '_: o
permuseuman, adat istiadat dan tradisi, pembinaan tenaga kebudayaan serta':_f- BRI
bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayaﬂan dan admamstrasx SRS ERC )

di bidang pembinaan kebudayaan.




Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimalksud dalam Pasal 26 B1dang. 2 |
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Pasal 27

Pembinaan Kebudayaan mempunyai fungsi :

a.
b.

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, ser’ca Tata Ker}a Umi"'; g
Pelaksana Teknis pada Dinas ditetapkan dengan Peratiran Gubemur aesua1'.-_-_i o

penyusunan program kerja Bidang Pembinaan Kebudayaan;

penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidéng '-keseniéﬁ,' _
cagar budaya dan permuseuman, adat istiada’t dan tra‘disi, : _-'-serta. -
pembinaan tenaga kebudayaan; :

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keseman cagar budaya -

dan permuseuman, adat istiadat dan tradisi, serta pembanaan tenaga' ;

kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, g

penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di’ bidang kesenlan e
cagar budaya dan permuseuman, adat istiadat dan tradisi, serta o
pembinaan tenaga kebudayaan sesuai ketentuan peratm an perundang»_ .

undangan,;

pengoordinasian kegiatan di bhidang kesenian, - cagar .-.bU‘daya dan -

permuseuman, adat istiadat dan tradisi, serta p‘eriibiﬁst'aﬁ tena'ga :
kebudayaan; R :

pembinaan dan pengawasan terhadap peiaksanaan tugas da,n fungs1 e
di bidang kesenian, cagar budaya dan permuseuman, adat istiadat dan':-__
tradisi, serta pembinaan tenaga kebudayaan sesueu dengan keientuan L

peraturan perundang-undangan;

pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dmas berkenaan_._f._
dengan tugas dan fungsi di bidang kesenian; cagar -budaya dan- RO R
permuseuman, adat istiadat dan tradisi, serta pembmaan tenaga SRR

kebudayaan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan telhadap peiaksanaan‘-'_f_" o
tugas dan fungsi di bidang kesenian, cagar budaya dan permuseuman R

adat istiadat dan tradisi, serta pembinaan tenaga kebudayaan dan -

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala ‘Dinas di- bldal’ig':_
pembinaan kebudayaan sesuai ketentuan peraturan pezundang~undangan BRARE

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 28

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasai 5- aYat (1):5:-_: S R

huruf g dapat dibentuk untuk melaksanakan keo'iatan teknis operasmnai :
atau kegiatan teknis penunjang Dinas. :

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimalsud pada ayat ), diptmipin oleh e
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung;awab kepada:-_ ]

Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 20

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kesepuluh
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam’ Pasal 5

ayat (1) huruf h, yang diangkat berdasarkan penyétaraan: }abatan el
melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaztan dengem e

pelayanan teknis fungsional.

Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan j&bé{taﬂ dﬂakukan'[' N
sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerlan- R

terkait sesuai ketentuan peraturan perundanmundangan

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'- o
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara 1m1gsung liepada o

Pejabat Administrator.

Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang diiakukan'pényaaraah S
dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam . Jabatan RN
Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordmator L o .
Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fung31 ter‘é:entu yang
dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksazm senior yang o o
ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang- unciangan yang: .

mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator ~Jabatan -
Fungsional. : .

Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta -

pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinstor: Kéloinpok" .

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada éayat (4), diatur lebih S

lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai - I{etentuan”f :
peraturan perundang-undangan. '

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat' meialur e

penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan -bertanggung Jawab: :

secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi  Pratama, . Pegabat':
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengam' BT
pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan Jen;angnya sesua.l_.__ E "

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud - pada ayat (1] o
memiliki tugas memberikan pelayanan fungsmnal yang' berdasal kan-_"_
keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan pera‘tuz“em pemndamg—' B

undangan.

Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketemuan-"_ .ﬁ
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 32

(1) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik

ke dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan - o
diberikan penghasilan sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya

sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-tindangan -
mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.

(2) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki dis‘etafakaﬁ': :
dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai
dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.

(3) Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jaba‘ta'n"_'_'- -
Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundang-. -

undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut.

BAB 1V
KEPEGAWAIAN

Pasal 33

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pégawai ASN': S
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang— S

undangan.

(2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawal ASN

yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang—-
undangan.

(3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikar - syara‘i: |

dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-unciangan

(4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi - L

Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuaﬂ o
peraturan perundang-undangan.

(5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas disusun  sesuai ketentuan )
peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melakéaﬁakan

mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang - AR

tugasnya, sampai dengan peraturan vyang menga‘tur mengena;'
penyederhanaan birokrasi berlaku.

(2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan keglaian Sebagagma:na j'

dimaksud pada ayat (1} merupakan pelimpahan sebagmn kewenangan yang - KR

diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan' |
peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaztmana .

dimaksud pada ayat (1} diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima - | o
persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenazkan pangkat setmgkat- L

lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit,

yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi ‘tugas pokok: dan | : '

pengembangan profesi,
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BAB YV
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 35

Kepala Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi,

mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada
bawahannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi, baik di lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah
lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan
di lingkungan Dinas dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan
untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Laporan

Pasal 36

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan
memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
perihal kebijakan yang ditetapkan.

Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Pejabat di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang
ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta
memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-
masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan
menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan
saran pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris guna
dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya
bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
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BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh
Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2} Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang
organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan
organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan

pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat
Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dibentuk Cabang Dinas
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang
melaksanakan tugas pada Dinas dan Pegawai ASN yang melaksanakan tugas
pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas tetap melaksanakan
tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina
Kepegawaiar.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor
98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 98) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 81), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
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Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal = G Fupt Re

KGUBERNUR KALIMANTAN BARAT, £

LA SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 5o Sun o p0s

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Ck

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR
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